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ABSTRAK 

 

Nama : Heni Nur Febriyanti 

NIM : 201910110311057 

Judul : Analisis Yuridis Normatif Peraturan Daerah Kota Bogor 

Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan 

Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S) 

Terhadap Orientasi Seksual LGBT Ditinjau Dari 

Perspektif Hak Asasi Manusia 

Pembimbing : 1. Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL 

2. Cholidah, SH., MH 

 

Sebagai warga negara kelompok orientasi seksual LGBT mempunyai hak 

dan kewajiban yang diakui oleh konstitusi yang di atur dalam undang-undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia. Pertanyaan yang menjadi 

fokus penelitian ini adalah bagaimanakah pertentangan norma hukum antara Perda 

Kota Bogor dengan Undang-Undang HAM, sejauhmana Perda Bogor 

berimplikasi pada pelanggaran hak-hak asasi manusia dan sejauhmana upaya 

hukum uji materil dapat dilakukan untuk keabsahan Perda tersebut. Metode 

penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui penyimpangan perda Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 

terhadap hak LGBT. Pada perda Kota Bogor terdapat beberapa norma yang saling 

pertentangan dengan UU HAM yang berpotensi melanggar martabat dan 

kehormatan kepada setiap warga negara dan berimplikasi terhadap pelanggaran 

hak asasi manusia. Maka dari itu diharapkan penegasan dari pemerintah untuk 

mengeluarkan undang-undang tentang kelompok orientasi seksual LGBT. 

Kata Kunci : Orientasi Seksual; HAM; Perda 

  



 

 

ix 

 

ABSTRACT 

 

Name : Heni Nur Febriyanti 

NIM : 201910110311057 

Title : Normative Juridical Analysis of Bogor City Regional 

Regulation Number 10 of 2021 on Prevention and 

Countermeasures of Sexual Deviation Behavior (P4S) 

Against LGBT Sexual Orientation Viewed from a Human 

Rights Perspective 

Advisor : 1. Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL 

2. Cholidah, SH., MH 

 

As citizens of LGBT sexual orientation groups have rights and obligations 

recognized by the constitution set forth in Law No. 31 Year 1999 on Human 

Rights. The questions that become the focus of this research are how the conflict 

of legal norms between the Bogor City Regulation and the Human Rights Law, to 

what extent the Bogor Regulation has implications for violations of human rights 

and to what extent the legal effort of judicial review can be done for the validity of 

the regulation. This research method uses normative legal research. The purpose 

of this study is to determine the deviation of Bogor City Regulation No. 10 of 2021 

against LGBT rights. In the Bogor City regulation, there are several norms that 

contradict with the Human Rights Law which potentially violates the dignity and 

honor of every citizen and has implications for human rights violations. 

Therefore, it is expected that the affirmation of the government to issue a law on 

LGBT sexual orientation groups. 

Keywords: Sexual Orientation; Human Rights; Regional Regulation 
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